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BUPATI POSO,

bahwa penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui
penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan
dan penyesuaian sistem kerja untuk mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna
meningkatkan pelayanan publik;

bahwa untuk melakukan penyesuaian sistem kerja guna
mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan
profesional, diperlukan sistem kerja antara Jabatan
Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan
Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun
2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk
Penyederhanaan Birokrasi perlu melakukan penyesuaian
sistem kerja pegawai sebagai tindak lanjut penyederhanaan
struktur organisasi dan penyetaraan jabatan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan hurufl ¢ perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil
Negara Untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan
Pemerintah Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 127 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomeor 313,

! Dipindai dengan |
i & CamScanner’;


https://v3.camscanner.com/user/download

Mentetapkan

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
7064);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181});

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM KERJA APARATUR
SIPIL. NEGARA UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Poso

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin
peclaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Poso.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Sistem Kerja adalah serangkaian prosedur dan tata kerja
yang membentuk suatu proses aktivitas pelaksanaan tugas
dan fungsi organisasi.

6. Kepala Sub bagian adalah Kepala Sub bagian di
lingkungan Kabupaten Poso.

7. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil
dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi
tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi
tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

8. Penyesuaian Sistem Kerja adalah perbaikan dan
pengembangan mekanisme kerja dan proses bisnis Pegawai
Aparatur Sipil Negara dengan memanfaatkan sistem
pemerintahan berbasis elektronik.

9. Mekanisme Kerja adalah proses dan cara kerja organisasi
yang menggambarkan alur pelaksanaan tugas Pegawai
Aparatur Sipil Negara yang dilakukan dalam suatu sistem
dengan mengedepankan kompetensi, keahlian dan/atau
keterampilan.

10. Proses Bisnis adalah kumpulan aktivitas terstruktur yang
menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien
antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja dan
keluaran yang bernilai tambah sesuai dengan tujuan
pendirian organisasi.

11.Unit Kerja adalah bagian dari struktur organisasi yang
dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama,
Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat
Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu Unit
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Kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan
perundang- undangan.

12. Pimpinan Unit Organisasi adalah Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau
Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu
unit organisasi tertentu.

13. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara
yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi
Pemerintah.

14.Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung dengan
ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat
lain yang diberi pendelegasian kewenangan.

15. Penugasan adalah penunjukan atau pengajuan sukarela
Pejabat Fungsional dan pelaksana untuk melaksanakan
tugas tertentu di bawah Pimpinan Unit Organisasi dalam
periode waktu tertentu sesuai dengan kompetensi,
keahlian dan/atau keterampilan. -

16. Sistem Pemerintahan Bgrbasis Eleklronik yang selanjulnya
disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan
yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

Pasal 2

(1) Penyesuaian Sistem Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
dilakukan dalam rangka pelaksanaan penyederhanaan
birokrasi sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi
birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang efektif dan efesien dengan
mengoptimalkan pemanfaatan SPBE;

(2) Penyesuaian Sistem Kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. Mekanisme Kerja; dan
b. Proses Bisnis.

BABII
MEKANISME KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3
Mekanisme Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2) huruf a dilaksanakan dengan prinsip:
orientasi pada hasil;
kompetensi;
profesionalisme;
kolaboratif;
transparasi; dan
akuntabel.

mo e TP

Pasal 4
(1) Mekanisme Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2) huruf a terdiri atas:
kedudukan;
Penugasan,;
pelaksanaan tugas;
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

paoop
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(3)

(1)

e. pengelolaan kinerja; dan

f. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
Mekanisme Kerja digunakan sebagai acuan dalam
pengaturan alur pelaksanaan tugas Aparatur Sipil Negara
setelah dilakukan penyederhanaan struktur organisasi
dan penyetaraan jabatan.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 5
Pejabat Fungsional dan pelaksana berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat
Pimpinan ‘linggi Pratama, Pejabat Administrator atau
Pejabat Pengawas.
Dalam hal Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diangkat untuk memimpin suatu Unit Kerja
mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan, Pejabat Fungsional tersebut dapat membawahi
Pejabat Fungsional dan pelaksana.
Penentuan kedudukan dan tanggung jawab sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayal (2) disesuaikan dengan
susunan organisasi pada masing-masing Perangkat
Daerah dan peta jabatan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan dan ditetapkan oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian.
Rincian kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2,) dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan
Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penugasan

Pasal 6
Dalam pelaksanaan tugas, Pejabat Fungsional dan
pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam
tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme,
kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian
dan/atau keterampilan.
Penugasan secara individu dan/atau dalam tim kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan
Pejabat Fungsional dan pelaksana yang berasal dari dalam
satu Unit Kerja, lintas Unit Kerja, dan/atau lintas
Perangkat Daerah.
Dalam tim kerja yang anggotanya berasal dari lintas Unit
Kerja dan/atau lintas Perangkat Daerah, Pejabat
Fungsional atau pelaksana yang berperan sebagai ketua
tim diutamakan berasal dari Unit Kerja pemilik kinerja.

Pasal 7
Bentuk Penugasan Pejabat Fungsional dan pelaksana
dilakukan melalui penunjukan dan/atau pengajuan
sukarela.
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(2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan Penugasan langsung kepada Pejabat
Fungsional atau pelaksana oleh Pejabat Penilai Kinerja
dan/atau Pimpinan Unit Kerja untuk melaksanakan
kinerja tertentu.

(3) Pengajuan sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan Penugasan Pejabat Fungsional atau
pelaksana atas dasar permohonan aktif dari Pejabat
Fungsional atau pelaksana untuk melaksanakan kinerja
tertentu.

(4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Pejabat Penilai Kinerja atau Pimpinan Unit
Kerja.

(5) Rincian Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Tugas

Pasul 8

(1) Pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan pelaksana
meliputi pelaksanaan tugas yang bersifat dalam Unit
Kerja, lintas Unit Kerja, dan lintas Perangkat Daerah.

(2) Rincian dan tata cara pelaksanaan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan
Bupati ini.

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas

Pasal 9
Pejabat Fungsional dan pelaksana yang ditugaskan secara
individu melaporkan pelaksanaan tugasnya secara langsung
kepada Pimpinan Unit Kerja.

Pasal 10

(1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas,
Pejabat Fungsional dan pelaksana yang berperan sebagai
anggota tim melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua
tim.

(2) Pejabat Fungsional dan pelaksana yang berperan sebagai
ketua tim melaporkan pelaksanaan tugas tim kerja kepada
Pimpinan Unit Kerja secara berkala.

(3) Pimpinan Unit Kerja secara sewaktu-waktu
berwenang untuk meminta
laporan kepada ketua tim dan/atau anggota tim Kerja.

Pasal 11
Rincian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam
Peraturan Bupati ini.
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Bagian Keenam
Pengelolaan Kinerja

Pasal 12

(1) Pengelolaan kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara baik
yang bekerja secara individu maupun dalam tim kerja
terdiri atas:

a. perencanaan kinerja yang meliputi penetapan dan
klarifikasi ekspektasi;

b. pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja
yang meliputi pendokumentasian kinerja, pemberian
umpan balik berkelanjutan dan pengembangan kinerja
pegawai;

c. penilaian kinerja yang meliputi evaluasi kinerja
pegawai; dan

d. tindak lanjut hasil evaluasi kinerja yang
meliputi pemberian penghargaan dan sanksi.

(2) Pengelolaan kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan pcrundang-
undangan yang mengatur mengenai pengelolaan kinerja

Pegawai Aparatur Sipil Negara.
Bagian Ketujuh
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Pasal 13
(1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan

pemerintahan mengutamakan layanan administrasi
pemerintahan berbasis elektronik melalui pemanfaatan
aplikasi SPBE yang terintegrasi dalam mendukung Sistem
Kerja Perangkat Dacrah.

(2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (i)
berupa aplikasi umum berbagi pakai dan digunakan pada
setiap Perangkat Daerah.

(3) Pemanfaatan aplikasi SPBE sebagai media informasi dan
komunikasi secara lerpadu  dikoordinasikan oleh Um
koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.

(4) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB Il
PROSES BISNIS

Pasal 14

(1) Penyusunan Proses Bisnis merupakan acuan bagi
Pemerintah Daerah untuk menggambarkan hubungan
kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk
menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan Perangkat
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
huruf b, dilakukan terhadap:

peta subproses;

peta relasi;

peta lintas fungsi; dan/atau

peta level 1 dan turunannya, sesuai dengan metode

yang digunakan.

Ao op
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(2) Tata cara penyusunan peta Proses Bisnis Pemerintah
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15
(1) Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
lingkup Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati.
(2) Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
lingkup Perangkat Daerah ditetapkan oleh Kepala
Perangkat Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI POSO,

. INKIRIWANG
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA
UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

A. KEDUDUKAN

Kedudukan merupakan penempatan posisi Pegawai Aparatur Sipil
Negara dalam struktur organisasi sebagai basis pemberian tugas dan
tanggungjawab jabatan. Kedudukan Pejabat Fungsional dan
Pelaksana ditentukan berdasarkan kompetensi, keahlian dan/atau
keterampilan yang sesuai dan diperlukan untuk mencapai kinerja
unit organisasi. Penetapan kedudukan Pejabat Fungsional dan
Pelaksana dilakukan melalui proses perencanaan dan .dengan
mempertimbangkan rentang kendali beban tugas perangkat daerah.
Penggambaran kedudukan Pejabat Fungsional dan Pelaksana pada
unit organisasi yaitu sebagai berikut:

a. Unit Organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Tinggi Susunan
organisasi yang terdiri dari 2 (dua) level.

Susunan Organisasi yang dimaksud merupakan penggambaran

perangkat daerah yang memiliki 2 (dua) level jenjang struktural

yaitu jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator.

Organisasi yang terdiri dari 2 (dua) level ini diberlakukan bagi

perangkat daerah:

1. Inspektorat;

2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia;

3. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah;

4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

5. Badan Penanggulangan Bencana;

6. Dinas Kesehatan; :

7. Dinas Sosial; =<

8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; =

9. Dinas Perumahan dan Kawsasan Permukiman;

10. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Menengah dan
Perdagangan,;

11. Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil;

12. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,; .

13. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

14. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi;

15. Dinas Ketahanan Pangan;

16. Dinas Lingkungan Hidup;

17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

18. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu'Pmtu,

19. Dinas Pemuda dan Olahraga; =

e
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20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; .
21. Dinas Perikanan dan Kelautan; E:
22. Dinas Pariwisata; dan

23. Dinas Pertanian.

Struktur Organisasi yang terdiri dari 2 (dua) level adalah
sebagai berikut :

3
.. :
Pejabat Pimpman Tinggt . B
Prajama HEICE R S B ~ B
L
-
b " Sckretans i 3
! e ] '-_;«
el ins . R A
! 1
fissassasassaasannia: -
' : v Kepala Sub
+{  Kelompok |F dan 1 :
B < Bagian .
e Pelaksana e
bo— 1 > s — -
Lkl IBEENERREENT
IENNESENANESGeUA R/
: I— i
Pejabat Adntimistrator | Pejabat Administrator |
l '

v ] T ——— P T

|

 ARESBRRER ———
BLSSSERERESAES: jsgassasssanzasas:

p—- . 3 - — -

11 Relompok JF dan ? T Kelompok JFdan [}

= Pelaksana [ o Pelaksana s

P+ -1 — —4

ian [1 IS EREARNESESSNEN! =
Shassceasassssnsasss TN

Pada struktur diatas maka Kelompok JF dan Pelaksana
berkedudukan berada dibawah Pejabat Administrator
(Sekretaris/ Inspektur Pembantu/Kepala Bidang) sebagai Pejabat
Level II yang berperan selaku Pejabat Penilai Kinerja. Sekretaris
yang membawahi Kepala Sub Bagian, maka Kepala Sub Bagian
sebagai pejabat level 3 (tiga) menjadi pelaksana koordinasi
pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan pelaksana seperti
ketua tim.

b. Unit Organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi dan
Pejabat Administrator sebagai Pejabat Penilai Kinerja, Susunan
organisasi yang terdiri lebih dari 2 (dua) level.

Susunan organisasi yang dimaksud merupakan penggambaran
perangkat daerah yang masih memiliki 3 (tiga) level jenjang
struktural yaitu Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan
Administrator dan Jabatan Pengawas.

Organisasi yang terdiri lebih dari 2 level ini diberlakukan
bagi perangkat daerah:

1. Sekretariat Daerah;

2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

4. Badan Pendapatan Daerah,;
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5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah;

6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
7.Dinas Perhubungan; dan

8. Dinas Komunikasi, Informatika dan persandian.

Struktur Organisasi yang terdiri lebih dari 2 level adalah
sebagai berikut:

1) Sekretariat Daerah

Sekretars Daerah

Y

Asisten

'
Kepala Bagian J
|

SRS LR

g

¥

HH R ;
. |

Kelompok JF dan ,F: Kepala Sub Bagian
Pelaksana ] =3 A

IaSR8EREERRRESRESI

Pada Struktur diatas maka:

a.

b.

C.

Asisten pada Sekretariat Daerah berkedudukan berada
dibawah Sekretaris Daerah selaku Pejabat Penilai Kinerja.
Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah berkedudukan
berada dibawah Asisten selaku Pejabat Penilai Kinerja. -
Kepala Sub Bagian berkedudukan berada dibawah Kepala:
Bagian

sebagai pejabat level 2 yang berperan selaku Pejabat Penilai
Kinerja dan Kepala Sub Bagian menjadi pelaksana
koordinasi pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional :serta
pelaksana seperti ketua tim. -
Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana berkedudukan
berada dibawah Kepala Bagian sebagai pejabat level 2-yang
berperan selaku Pejabat Penilai Kinerja.
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2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah =

Sckretaris DPRD

— |

Kepala Bagian :

i 'Y'IHI’H'YH‘HIT 1

I T

< : Yo engawas
Kelompok JF dan 1] Pejabat Peng

Pelaksana

e

§ B34

Pada struktur diatas maka Kelompok Jabatan Fungsional dan
Pelaksana berkedudukan berada dibawah Kepala Bagian:sebagai
pejabat level 2 yang berperan selaku Pejabat Penilai Kinerja. Unit
organisasi (Bagian) yang masih memiliki Kepala Sub ZBagian,
maka Kepala Sub Bagian sebagai pejabat level 3 menjadi
pelaksana koordinasi pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan
pelaksana seperti ketua tim. e i .

3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan “Badan
Pendapatan Daerah =

Kepata Badan
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Pada struktur diatas maka Kelompok Jabatan Fungsional :dan
Pelaksana berkedudukan berada dibawah Sekretaris dan: Kepala
Bidang sebagai pejabat level 2 yang berperan selaku Pejabat!Penilai
Kinerja. Sekretaris yang membawahi Kepala Sub Bagian dan:Kepala
Bidang yang membawahi Kepala Sub Bidang, maka Kepala Sub
Bagian dan Kepala Sub Bidang sebagai pejabat level 3, menjadi
pelaksana koordinasi pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan
pelaksana seperti ketua tim.

" 4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Satuan Polisi Pamong Praja
dan pemadam kebakaran, Dinas Perhubungan, dan Dinas
Komunikasi, Informatika dan Persandian. = 1

Kepala Dinas

.............

‘:.Xi.l it I

Kelompok |F - 1 Kepala Sub Bagian
7 dan Pelaksana
[3adateibadsasses

Kepala Bidang

. W -y o | T \
Kelompok |1
Codan Pelaksana L
SRR IEFRREEIAY

Kepala Scksi

Pada struktur diatas maka Kelompok Jabatan Fungsional dan
Pelaksana berkedudukan berada dibawah Sekretaris dan:Kepala
Bidang sebagai pejabat level 2 yang berperan selaku Pejabat-Penilai
Kinerja. Sekretaris yang membawahi Kepala Sub Bagian dan:Kepala
Bidang yang membawahi Kepala Seksi, maka Kepala Sub:Bagian
dan Kepala Seksi sebagai pejabat level 3 menjadi pelaksana
koordinasi pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan pelaksana
seperti ketua tim. :

&
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c. Unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator
sebagai Pejabat Penilai Kinerja Unit organisasi dimaksud adalah
Perangkat Daerah yang memiliki 2 (dua) level jenjang struktural
yaitu Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.

Organisasi yang terdiri dari 2 level ini diberlakukan bagi
perangkat daerah Kecamatan. ;

P

a.

Lanat st vesst i RaseReeus iyl 2 e

= = [

e T TR Sekretanis Camat [ !

L o e o oy - |
1
i

Kepala Sub Kepala Sub
Bagian Bagian
Repala Sekw Kepala Sekst
vvvvvvvvvvvvvv [ 1S -
4328222202228 2 001, HERRRERETY
o Kelompor |i dan 33 {, Kelompok JF dan [ =
': Pelaksdinag g " Pelaksana e =
n.x it ...'¥ .

RRNHIH jegszasessasaasssast E

ada Struktur diatas maka: :
Sekretaris Camat berkedudukan berada dibawah Camat selaku
Pejabat Penilai Kinerja. Sekretaris Camat sebagai Pejabat Penilai
Kinerja untuk Kepala Sub Bagian, Kelompok JF, dan Pelaksana
di lingkup Sekretariat Kecamatan.

Kepala Seksi berkedudukan berada dibawah Camat ~sebaga1
pejabat level 1 yang berperan selaku Pejabat Penilai Kinerja dan
Kepala Seksi menjadi pelaksana koordinasi pelaksanaan ‘tugas
Pejabat Fungsional serta pelaksana seperti ketua tim. =
Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana berkedudukan
berada dibawah Camat sebagai pejabat level 1 yang berperan
selaku Pejabat Penilai Kinerja.

i3
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Camat

b

B TR
2 o-Setoe
i _ErSeme

Lurah

Pada struktur diatas maka Lurah berkedudukan berada dlbawah
Camat yang berperan selaku Pejabat Penilai Kinerja.

Lurah sebagai Pejabat Penilai Kinerja

Pejabat Pengawas yang memimpin unit organisasi yang berbentuk
Kelurahan maka berperan sebagai Pejabat Penilai Kinerja.

struktur organisasi yang terdiri dari 1 level adalah sebagai berikut:

Lurah

1 Kasi/Seklur I
: |

Kelompok |F dan
Pelaksana

prertrrerttrttttty
Pada struktur diatas maka Kelompok JF dan Pelaksana
berkedudukan berada dibawah Kepala Seksi/Seklur sebagai Pejabat
Level Il yang berperan selaku Pejabat Penilai Kinerja.

|
L iiGasiaasEEaEaaal

. Unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Fungsional dan berperan
sebagai Pejabat Penilai Kinerja Kelompok JF dan Pelaksana
berkedudukan berada di bawah Pejabat Fungsional sebagai ‘Pejabat
Level 1 yang berperan selaku Pejabat Penilai Kinerja, diberlakukan
pada Satuan Pendidikan Formal dan UPT Puskesmas.

Susunan organisasi yang terdiri dari level 1 adalah sebagai benkut
1. Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendldxkan

Pejabat Fungsional I

TFITFTFFTTFFRTT T =
Kelompok [FF dan e
Pelaksana

T E.

vy~ w—y—y
95 9.1
-
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Pada struktur diatas maka Kelompok JF dan Pelaksana
berkedudukan berada dibawah Kepala Satuan Pendidikan
Formal sebagai Pejabat Level I yang berperan selaku ‘Pejabat
Penilai Kinerja. :

2. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan

|
Pejabat Fungsional . i :
| p

Kasubag TU

e
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1 Kelompok JF dan
u Pelaksana

! 6B 2 €3 03 53 4
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}88S!
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Pada struktur diatas maka Kelompok JF dan Pelaksana
berkedudukan berada dibawah Kepala UPT Satuan Pendidikan
Formal sebagai Pejabat Level I yang berperan selaku -Pejabat
Penilai Kinerja. :

B. PENUGASAN

Penugasan merupakan dialog kinerja tahap untuk pendahuluan
menetapkan sebelum Pegawai dan mengklarifikasi Ekspektasi
Pimpinan.

Sebelum memperoleh penugasan, masing-masing Pegawai wajib
mengetahui kedudukan penempatan Pegawai dan Pejabat yang memiliki
kewenangan sebagai Pejabat Penilai Kinerjanya.

Penugasan kepada Pegawai dilakukan oleh Pimpinan. Pegawai dapat
memperoleh penugasan secara individu atau dalam tim kerja.
Penugasan kepada Pegawai dilakukan sesuai dengan kompetensi,
keahlian dan/atau keterampilan serta dengan memperhatikan
kedudukan dan struktur organisasi pada masing-masing Perangkat
Daerah. Penugasan tersebut dilakukan baik dalam unit organisasi atau
lintas unit erganisasi.

Pejabat fungsional dan/atau pelaksana tersebut diberikan surat
penugasan dan/atau bukti penugasan tertulis lainnya yang berbentuk
fisik ataupun elektronik.

Penugasan kepada Pegawai dapat dilakukan dalam 2 (dua)
bentuk yaitu:
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a) Penunjukan

Cara penugasan Pejabat Fungsional dan pelaksana langsung dari
Pejabat Penilai Kinerja dan/atau Pimpinan Unit Organisasi untuk
melaksanakan kinerja tertentu. Penunjukan dapat dilakukan di dalam
unit organisasi atau lintas unit organisasi. Namun demikian, jika
dipandang perlu, penugasan baik secara individu maupun ‘tim kerja
dapat melibatkan Pejabat Fungsional dan pelaksana yang berasal dari
lintas instansi.

b) Pengajuan Sukarela (Voluntary)

Cara penugasan Pejabat Fungsional atau pelaksana ‘atas dasar
permohonan aktif dari Pejabat Fungsional atau pelaksana. Pengajuan
sukarela bertujuan untuk memberikan ruang peran aktif bagizPejabat
Fungsional atau pelaksana untuk dapat membantu pelaksanaan
kinerja organisasi yang sesuai dengan kompetensi, keahlian dan/ atau
ketrampilannya, namun belum masuk ke dalam tugas yang -telah
ditetapkan sebelumnya Pengajuan sukarela hanya dapat dilakukan di
dalam unit organisasi Pejabat Fungsional bersangkutan dan lintas unit
organisasi di dalam Pemerintah Daerah bersangkutan.

Permohonan pengajuan sukarela disampaikan kepada mepman
Unit Organisasi yang ditujui tembusan Pejabat Penilai Kinerja:yang
bersangkutan. Proses dan cara kerja organisasi yang menggam'barkan
alur pelaksanaan tugas Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dilakukan
dalam suatu sistem dengan mengedepankan kompetensi, keahhan
dan/atau keterampilan disebut Mekanisme Kerja.

Mekanisme Kerja pada Unit Organisasi yang dipimpin oleh,'Pe_]abat
Pimpinan Tinggi Pratama (Unit Organisasi dengan 2 Level -Struktur,
Pejabat Administrator sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan ZP1mpman
Unit Kerja Jabatan Fungsional).

Mekanisme tersebut diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) jenis yaltu

1) dalam unit organisasi dan yang memiliki kekhususan (lintasaunit-
organisasi dan/atau;

2) lintas instansi pemerintah.

Adapun rincian mekanisme kerja sesuai dengan jenis penugasan sebagai
berikut:
a. Penunjukan
1. Penunjukan dalam Organisasi
Penugasan dalam Perangkat Daerah (PD) berdasarkan -model
kebijakan penyederhanaan birokrasi sebagai berikut: 2
a) Tahapan Perencanaan: :

1) Pimpinan Unit Organisasi menyusun dan menetapkan
perjanjian kinerja sebagai dasar penentuan pembagian
tanggungjawab target kinerja bagi Pejabat Penilai Kinerja.

2) Pimpinan Unit Organisasi memberikan arahan dan koordinasi
untuk pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja
bersama.

3) Pejabat Penilai Kinerja merumuskan strategi pencapaian target
kinerjanya berdasarkan arahan Pimpinan Unit Organisasi.

4) Arahan dan ekspektasi target kinerja disampaikan oleh
Pejabat Penilai Kinerja kepada Pejabat Fungsional dan
pelaksana di bawah koordinasinya.

5) Penyelesaian target kinerja dalam bentuk kegiatan dilakukan
baik secara individu ataupun tim kerja sesuai arahan dan
ekspektasi target kinerja Pejabat Penilai Kinerja.

~
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6) Pejabat Penilai Kinerja menentukan perlu atau tidaknya
penunjukan ketua tim kerja untuk kegiatan yang dilakukan
oleh tim kerja. :

7) Pejabat Fungsional dan pelaksana baik yang bekerja ‘secara
individu maupun tim kerja bersama Pejabat Penilai-Kinerja
menyusun rencana pelaksanaan kegiatan, dan -anggaran
untuk pencapaian target kinerja.

8) Penyelesaian target kinerja yang membutuhkan pellbatan
Pejabat Fungsional atau pelaksana dari unit organisasi lain
akan melalui proses permohonan pelibatan: iPejabat
Fungsional atau pelaksana lintas unit.

b) Tahapan Pelaksanaan:

1) lepman Unit Organisasi menyusun dan menetapkan
perjanjian kinerja sebagai dasar penentuan pembaglan
tanggungjawab target kinerja bagi Pejabat Penilai Kinerja.. |

2) Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh tim kerja dllakukan
pembagian peran bagi anggota tim.

3) Pembagian peran anggota tim dilakukan berdasarkan
kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.

4) Berdasarkan perannya, Pejabat Fungsional atau pelaksana
melaksanakan kegiatan. *

5) Pejabat Fungsional atau pelaksana berkolaborasi .dengan
semua pihak terkait sinkronisasi data, kebijakan,. dan
pelaksanaan, tetapi tidak terbatas pada hal-hal tersebut saja)
yang terkait dengan kegiatan tersebut.

6) Monitoring perkembangan dan pemberian umpan balik atas
pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkala atau sewaktu-
waktu oleh Pimpinan Unit Organisasi dan/atau Ketua Tim.

7) Hasil pelaksanaan kegiatan yang sudah sesuai dengan-:target,
disampaikan kepada Pimpinan Unit Organisasi oleh individu
atau ketua tim.

c) Tahapan Evaluasi

1) Pejabat Penilai Kinerja meninjau hasil pelaksanaan kegiatan.

2) Hasil pelaksanaan kegiatan yang telah sesuai dengan target
disampaikan kepada Pimpinan Unit Organisasi —untuk
ditinjau.

3) Pelaksanaan kegiatan dinyatakan selesai Pimpinan Unit
Organisasi menerima hasil pelaksanaan kegiatan dan
dinyatakan telah sesuai dengan target yang diharapkan.

2. Penunjukan sebagai Individu
Pegawai yang termasuk dalam Pejabat Fungsional atau pelaksana
wajib melakukan dialog kinerja dengan Pimpinan untuk menetapkan
dan mengklarifikasi Ekspektasi.
Ekspektasi Kinerja merupakan harapan atas hasil kerja dan perilaku
kerja Pegawai. Hasil dialog kinerja tersebut dituangkan- dalam
Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Penetapan dan klarifikasi
Ekspektasi dilakukan sepanjang tahun kinerja.
Tahapan yang dilakukan untuk menetapkan dan mengklanﬁkasx
Ekspektasi sebagai berikut:
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a) Melihat Gambaran Keseluruhan Organisasi pada Dokumen
Rencana Strategis Perangkat Daerah/Unit kerja dan Petjanjia.n
Kinerja Unit Kerja.

b) Menetapkan dan mengklarifikasi ekspektasi hasil kexja dan
perilaku kerja pejabat Pimpinan Tinggi dan Pimpinan UP.'I‘ serta
menuangkan dalam Format SKP.

c) Menyusun manual indikator kinerja untuk SKP Pe_)abatPnnpman
Tinggi dan Pimpinan Unit Kerya Mandiri.

d) Menyusun strategi pencapaxan hasil kerja.

e) Membagi peran pegawai berdasarkan strategi pencapman hasxl
kerja.

f) Menetapkan jenis rencana hasil kerja.

g) Menetapkan dan mengklarifikasi ekspetasi hasil ke:ja dan
perilaku kerja Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional serta
menuangkan dalam Format SKP.

h) Menyepakati sumberdaya yang dibutuhkan, ~_Skema
Pertanggungjawaban, dan Konsekuensi Pencapaian Kinerja
Pegawai serta Menuangkan dalam Format Lampiran SKP.

Setelah SKP penugasan sebagai individu disusun, maka selanjutnya

ditindaklanjuti dengan pelaksanaan tugas-tugas tersebut.

Pelaksanaan tugas dalam unit organisasi secara individu dilakukan

dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Dalam pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional atau pelaksana
secara  individu, Pejabat Fungsional atau pelaksana
melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan butir kegiatan
Jabatan Fungsional masing-masing atau uraian tugas jabatan
pelaksana yang diselaraskan dengan tugas, fungsi, dan kinerja
unit organisasi;

b) Butir kegiatan Jabatan Fungsional atau uraian tugas jabatan
pelaksana yang dilakukan oleh Pejabat Fungsional dan
pelaksana merupakan pen_)abaran atau turunan dari tugas,
fungsi, dan kinerja unit organisasi;

c) Dalam pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional atau pelaksana
secara individu, Pejabat Fungsional atau pelaksana
memperhatikan:

1) Arahan dan strategi Pimpinan Unit Organisasi (Sekretans
DPRD/Kepala Dinas/Kepala Badan / Kepala UPT);
2) Target pencapaian kinerja unit organisasi; dan
3) Keselarasan pelaksanaan tugas dan pencapaian kmexJaPeJabat
Fungsional atau pelaksana lain dalam unit organisasi.

. Penunjukan sebagai Tim Kerja

Tata cara penetuan pelaksanaan tugas dalam unit organisasi dalam

bentuk tim kerja dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:-

a. Melakukan identifikasi rencana hasil kerja dengan target:hasil
kerja selama 1 (satu) tahun (dokumen rencana strategis dan
perjanjian kinerja);

b. Melakukan identifikasi substansi sifat pekerjaan (lintas “bagian,
lintas perangkat daerah dan/atau lintas instansi);

b. Melakukan identifikasi teknis pelaksanaan tugas (lintas .baglan
lintas perangkat daerah dan/atau lintas instansi);
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a. Pejabat Pemilik Kinerja menetapkan tim kerja berdasarkan hasil
identifikasi dari angka 1 (satu) dengan angka 3 (tiga) dan
menunjuk ketua tim dan anggota dalam pelaksanaanya;

b. Pejabat Pemilik Kinerja melakukan evaluasi secara berkala
apabila kinerja tim dianggap belum memenuhi ekspektasi
pimpinan;

c. Tim kerja melaksanakan tugas dan melaporkan hasil: tugas
secara berkala sebagaimana perjanjian kinerja tim kerja dengan
Pejabat Pemilik Kinerja;

d. Apabila pembentukan tim kerja tidak memenuhi :syarat
sebagaimana angka 1 (satu) dengan angka 3 (tiga), maka Pejabat
Pemilik Kinerja melakukan penunjukan langsung mdlvxdual ‘'yang
akan melaksanakan tugas dimaksud.

Pejabat Fungsional dan/atau pelaksana dalam melaksanakan
penugasan sebagai tim kerja wajib melakukan dialog kinerja:dengan
Pimpinan untuk menetapkan dan mengklarifikasi Ekspektasi.
Ekspektasi Kinerja merupakan harapan atas hasil kerja dan perilaku
kerja Pegawai sebagai Tim Kerja. Hasil dialog kinerja tersebut
dituangkan dalam Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
Penetapan dan Kklarifikasi Ekspektasi dilakukan sepan_]ang -tahun
kinerja.

Tahapan yang dilakukan untuk menetapkan ::dan
mengklarifikasi Ekspektasi sebagai berikut: =3
a. Melihat Garnbaran Keseluruhan Organisasi pada Dokumen

Rencana Strategis Instansi/Unit Kerja dan Perjanjian Kinerja Unit

Kerja.

b. Menetapkan dan mengklarifikasi Ekspektasi Hasil Kexja dan
Perilaku Kerja Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pimpinan Unit Kerja
Mandiri serta Menuangkan dalam Format SKP;

c. Menyusun Manual Indikator Kinerja untuk SKP Pejabat Punpman
Tinggi dan Pimpinan Unit Kerja Mandiri.

d. Menyusun Strategi Pencapaian Hasil Kerja dari Tim Kerja.

e. Membagi Peran Pegawai Berdasarkan Strategi Pencapaian -Hasil
Kerja dari Tim Kerja.

f. Menetapkan Jenis Rencana Hasil Kerja dari Tim Kerja. :

g. Menetapkan dan Mengklarifikasi Ekspektasi Hasil Kerja dan
Perilaku Kerja Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional ' yang
masuk dalam Tim Kerja serta Menuangkan dalam Format SKP.

h. Menyepakati sumberdaya yang dibutuhkan, :Skema
Pertanggungjawaban, dan Konsekuensi Pencapaian XKinerja
Pegawai yang masuk dalam Tim Kerja serta Menuangkan dalam
Format Lampiran SKP.

Dalam tim Kkerja, pimpinan unit organisasi kelompok jabatan
fungsional (Sekretaris Dinas/Badan/Kepala Bagian/Bidang) dapat
menunjuk salah satu pejabat fungsional atau pelaksana sebagai ketua
tim kerja berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan. Jumlah tim
kerja dan jumlah Pejabat Fungsional dan pelaksana dalam-tim kerja
merupakan strategi dari Pimpinan Unit Organisasi (Sekretaris
DPRD/Kepala Dinas/ Badan/Unit Mandiri). ',,
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Pelaksanaan tugas dalam tim kerja dilakukan dengan ketentuan

sebagai berikut:

a.

Pelaksanaan tugas pejabat fungsional atau pelaksana dalam tim
kerja dilakukan untuk melaksanakan tugas yang memerlukan
keterlibatan dan kolaborasi pejabat fungsional dan/atau pelaksana
dalam unit organisasi;

Tim kerja melaksanakan tugas unit organisasi sesuai arahan dan
strategi Pimpinan Unit Organisasi (Sekretaris = DPRD/ Kepala
Dinas/Badan/Unit Mandiri);

Jika terdapat permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan tugas
dan kegiatan, tim kerja dapat menyampaikan permasalahan dan
kendala beserta alternative rekomendasi Kepada Pimpinan Unit
Organisasi (Sekretaris DPRD/Kepala Dinas/Badan/Unit Mandiri)
untuk diputuskan dan/atau ditindaklanjuti;

Pimpinan Unit Organisasi (Sekretaris DPRD/Kepala Dinas
/Badan/Unit Mandiri) memantau dan mengevaluasi secara
berkala pelaksanaan tugas dan kegiatan tim kerja sebagai bahan
input pengambilan keputusan dan pemberian arahan pelaksanaan
tugas dan kegiatan tim kerja;

Bilamana diperlukan, dalam melaksanakan tugasnya, tim kerja
berkoordinasi dengan pejabat lain atau tim kerja lain; dan |
Koordinasi tim kerja tersebut dilakukan pada tahap perencanaan,
pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi tugas dan kegiatan tim
kerja.

b. Mekanisme penunjukan yang bersifat lintas unit organisasi Pen\injukan
Pejabat Fungsional dan pelaksana yang bersifat lintas unit orgamsasx
dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1.

Pimpinan Unit Organisasi pemilik kinerja mengmmkan ~surat
Permohonan pelibatan pejabat fungsional atau pelaksana-kepada
Pejabat Penilai Kinerja dituju dimana pejabat fungsional atau
pelaksana dimaksud berada dengan tembusan Pejabat Pemlaxl(mexja
bersangkutan;

.Terhadap surat permohonan pelibatan pejabat fungsmnal atau

pelaksana, Pejabat Penilai Kinerja dituju dimana Pejabat Fungsional
atau pelaksana dimaksud berada, memproses dan menjawab
permohonan  pelibatan pejabat fungsional atau pelaksana
tersebut;

. Apabila Pejabat Penilai Kinerja dimana pejabat fungsional zatau

Pelaksana dimaksud berada menyetujui pelibatan pejabat fungsional
atau pelaksana, maka dengan rekomendasi dari Pimpinan Unit
Organisasi, Pejabat Penilai Kinerja dimana pejabat fungsional atau
pelaksana dimaksud berada menyusun surat penugasan: untuk
menugaskan pejabat fungsional atau pelaksana yang sesuai:dengan
kriteria yang disampaikan pemohon di dalam surat permohonan
pelibatan pejabat fungsional atau pelaksana;

.Apabila Pejabat Penilai Kinerja dimana pejabat fungsional -atau

pelaksana dimaksud berada tidak menyetujui pelibatan -pejabat
fungsional atau pelaksana, maka Pejabat Penilai Kinerja ‘dimana
pejabat fungsional atau pelaksana dimaksud berada menjawab surat
permohonan pelibatan tersebut dengan alasan mengapa tidak dapat
menyetujui permohonan; dan
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5. Pejabat fungsional dan pelaksana menerima surat penugasah untuk
dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

. Mekanisme penunjukan yang bersifat lintas instansi Penunjukan
Pejabat Fungsional dan pelaksana yang bersifat lintas instansi
dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pimpinan Unit Organisasi pemilik kinerja terlebih :dahulu
mengirimkan surat permohonan pelibatan Pejabat Fungsional atau
pelaksana kepada Pejabat yang Berwenang dengan tembusan:Pejabat
Penilai Kinerja bersangkutan di instansinya;

2. Apabila Pejabat yang Berwenang setuju atas permohonan pelibatan
Pejabat Fungsional atau pelaksana dari instansi lain maka kemudian
Pejabat yang Berwenang tersebut mengirimkan surat permohonan
pelibatan pejabat fungsional atau pelaksana tersebut kepada
Pejabat yang Berwenang instansi yang dituju;

3. Apabila surat permohonan pelibatan pejabat fungsxonal atau
pelaksana disetujui oleh Pejabat yang Berwenang instansi yang
ditujui, maka Pejabat yang Berwenang instansi yang. dituju
menginstruksikan Pejabat Penilai Kinerja pejabat fungsional atau
pelaksana untuk menugaskan pejabat fungsional atau pelaksana
yang bersesuaian dengan kriteria yang dibutuhkan di dalam surat
permohonan pelibatan;

4. Terhadap instruksi untuk menugaskan Pejabat Fungsional atau
pelaksana, Pejabat Penilai Kinerja dengan rekomendasi Pimpinan
Unit Organisasi dimana Pejabat Fungsional atau pelaksana -berada
menjawab ketersediaan pajabat fungsional atau pelaksana yang
bersesuaian dengan kriteria yang dibutuhkan di dalam surat
permohonan 'pelibatan pejabat fungsional atau pelaksana -pada
mekanisme penunjukan yang bersifat lintas unit organxsa31 atau
lintas instansi paling sedikit memuat:

a) Maksud dan tujuan permohonan penugasan pejabat fungsxonal
dan pelaksana;

b) Kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan yang dlbutuhkan

c) Ekspetasi/target kinerja dari Pejabat Fungsional dan pelaksana
yang akan ditugaskan; dan

d) Durasi pelibatan pejabat fungsional dan pelaksana.

Pengajuan Sukarela

Pengajuan sukarela merupakan cara penugasan pejabat fungsmnal
atau pelaksana atas dasar permohonan aktif dari pejabat fungsxonal
atau pelaksana.

Pengajuan sukarela bertujuan untuk memberikan ruang pemn aktn'
bagi pejabat fungsional atau pelaksana untuk dapat membantu
pelaksanaan kinerja organisasi yang sesuai dengan kompetensi,
keahlian dan/atau keterampilannya, namun belum masuk ke -dalam
tugas yang telah ditetapkan sebelumnya. == 4

Pengajuan sukarela hanya dapat dilakukan di dalaxg unit
organisasi pejabat fungsional bersangkutan dan lintas unit organisasi
di dalam Instansi Pemerintah bersangkutan dengan mekanisme
sebagai berikut: ;

21

! Dipindai dengan |
i & CamScanner’;


https://v3.camscanner.com/user/download

1.

2.

Mekanisme penngajuan sukarela di dalam unit organisasi :

a) Pejabat fungsional atau pelaksana menyampaikan kemgmannya
secara lisan untuk dapat terlibat dalam pelaksanaan = exja
tertentu kepada pimpinan unit orgamsasx,

b) Apabila pxmpman unit organisasi menyetujui, maka pxmpman
unit organisasi menugaskan pejabat fungsional atau pela?ksana
untuk melaksanakan kinerja tertentu tersebut. &l

c) Pejabat fungsional dan pelaksana menerima surat penngasan
untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. y

Mekanisme pengajuan sukarela yang bersifat lintas unit orgamsasx

a) Pejabat fungsional atau pelaksana menyampaikan ' surat
permohonan untuk dapat dilibatkan dalam pelaksanaan ‘kinerja
kepada pimpinan unit organisasi dituju dengan tembusan Pejabat
Penilai Kinerja dan pimpinan unit organisasi
bersangkutan; 3o

b) Apabila pimpinan unit organisasi ditujui menyetujui, maka-pejabat
fungsional dan pelaksana menyampajkan surat permohonan
persetujuan yang telah disetujui oleh pimpinan unit organisasi
yang ditujui kepada Pe_]abat Penilai Kinerja dengan tembusan
pimpinan unit organisasi bersangkutan;

c) Apabila Pejabat Penilai Kinerja bersangkutan menyetujurmaka
kemudian Pejabat Penilai Kinerja menyusun surat penugasan
untuk menugaskan pejabat fungsional atau pelaksana untuk
melaksanakan kinerja yang berada di pimpinan unit organisasi
ditujui.

d) Pejabat fungsional dan pelaksana menerima surat penugasan
untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

C. PELAKSANA TUGAS

Pelaksanaan tugas pejabat fungsional dan pelaksana dapat

dilakukan dalam tim kerja atau individu. Beberapa hal yang -terkait
dengan pelaksanaan tugas dalam tim kerja adalah:

a)

b)

c)

d)

e)

Pelaksanaan tugas dalam tim kerja dapat melibatkan pejabat
fungsional dan pelaksana yang berasal dari satu unit organisasi
dan/atau lintas unit organisasi;

Bilamana diperlukan, pelaksanaan tugas dalam tim kerja dapat
melibatkan pejabat fungsional dan pelaksana yang berasal dari lintas
Instansi Pemerintah; =

Dalam tim kerja, pimpinan unit organisasi dapat menunjuk salah
satu pejabat fungsional atau pelaksana sebagai ketua tim kerja
berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan;

Pada tim kerja dimana terdapat anggota yang berasal dari lintas unit
organisasi dan/atau lintas Instansi Pemerintah, pejabat fungsional
atau pelaksana yang berperan sebagai ketua tim diutamakan:berasal
dari Unit Organisasi pemilik kinerja tersebut;

Jumlah tim kerja dan jumlah Pejabat Fungsmnal dan pelaksana
dalam tim kerja merupakan strategi dari pimpinan unit organisasi.
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Pelaksanaan Tugas Pejabat Fungsional dan pelaksana terdin'."ﬂari

atas:

a . Pelaksanaan tugas dalam unit organisasx
Pelaksanaan tugas dalam unit organisasi dilakukan oleh Pejabat
Fungsional dan pelaksana secara individu ataupun dalam tim kerja.
Pelaksanaan tugas dalam unit organisasi secara individu dilakukan
dengan ketentuan sebagai berikut:

)

Dalam pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional atau pelaksana secara
individu, Pejabat Fungsional atau pelaksana melaksanakan tugas
sesuai dengan ketentuan butir kegiatan Jabatan Fungsional masing-
masing atau uraian tugas jabatan pelaksana yang diselaraskan
dengan tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi;

Butir kegiatan Jabatan Fungsional atau uraian tugas jabatan
pelaksana yang dilakukan oleh pejabat Fungsional dan pelaksana
merupakan penjabaran atau turunan dari tugas, fungsi, dan kinerja
unit organisasi.

b. Pelaksanaan tugas yang bersifat lintas unit organisasi
Pelaksanaan tugas lintas unit organisasi dilakukan dalam tim kerja
lintas unit organisasi dengan ketentuan sebagai berikut:

1.

Pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional atau pelaksana dalam tim
kerja lintas unit organisasi dilakukan untuk melaksanakan tugas
yang memerlukan keterlibatan dan kolaborasi Pejabat Fungsional
dan/atau pelaksana lintas unit organisasi;

. Tim kerja melaksanakan tugas lintas unit organisasi sesuaizarahan

dan strategi Pimpinan Unit Organisasi pemilik kinerja;

. Jika terdapat permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan tugas

dan kegiatan, tim kerja dapat menyampaikan permasalahan dan
kendala beserta alternatif rekomendasi kepada Pimpinan Unit
Organisasi pemilik kinerja untuk diputuskan dan/atau
ditindaklanjuti;

. Dalam hal diperlukan kolaborasi lintas Pimpinan Unit Organisasi

dalam menyelesaikan permasalahan dan kendala dimaksud,: tim
kerja dapat ' menyampaikan permasalahan dan kendala #beserta
alternatif rekomendasi kepada masing-masing Pimpinan . Unit
Organisasi dimana Pejabat Fungsmnal dan pelaksana dimaksud
berada untuk dltmdaklanjun sesuai dengan tugas dan fung31 unit
organisasi masing-masing;

Bilamana diperlukan, tim kerja dalam melaksanakan 'tugasnya
berkoordinasi dengan Pejabat lain atau tim kerja lain; dan =~ = -
Koordinasi tim kerja tersebut dilakukan pada tahap perencanean,
pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi tugas dan keglatan tim
kerja.

Pelaksanaan tugas dalam tim kerja diperlukan adanya pembaglan

tanggung jawab dari Pejabat Penilai Kinerja, Pimpinan Unit Orgamsasx,
Ketua Tim, dan Anggota Tim.

a.

Tanggung jawab Pejabat Penilai Kinerja meliputi: =

1. Menyusun dan menetapkan roadmap dan rencana" .kexja
organisasi;

2. Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi -sejalan
dengan strategi dan tujuan organisasi; ;

3. Memastikan kesiapan dukungan infrastruktur, tata kelola, dan
sumberdaya yang optimal;
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b. Tanggung jawab Pimpinan Unit Organisasi meliputi:

4, Memastikan pengambilan keputusan yang tepat dan efektif; 'dan
5. Memastikan kolaborasi dan sinergisitas pelaksanaan tugas dan
fungsi antar unit organisasi.

1o -

1. Menyusun dan menetapkan rencana kegiatan;

2. Menyediakan dukungan sumberdaya untuk pelaksanaan keg1atan

3. Memberikan arahan terpadu, input, dan feedback atas
pelaksanaan kegiatan;

4, Memastikan kolaborasi dan sinergisitas pelaksanaan tugas antar
tlm, dan 4 2

5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugastxm i

Tanggung jawab Ketua Tim: ;

1. Menyusun rincian pelaksanaan keglatan S

2. Membagi peran anggota tim sesuai dengan kompetensi. keahhan,
dan/atau keterampilan;

3. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan;

4. Memberikan umpan balik berkala kepada anggota tim; dan .

5. Melaporkan hasil kinerja anggota timnya kepada pejabat-penilai
kinerja dan pimpinan unit organisasi yang bersangkutan :sebagai
bahan pertimbangan penilaian kinerja pejabat fungsional dan
pelaksana. ;

Tanggung jawab anggota tim meliputi;

1. Menyusun rencana kerja individu,

2. Melaksanakan kinerja sesuai ekspetasi ketua tim; dan

3. Melaporkan hasil kinerjanya kepada ketua tim.

D. PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN TUGAS

Terdapat dua macam pertanggungjawaban dalam pelaksanaan

tugas yaitu:

1.

Pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional atau

pelaksana secara individu. Dalam pelaksanaan tugas -Pejabat

Fungsional atau pelaksana secara individu maka Pejabat Fungsional

atau pelaksana melaporkan pelaksanaan tugas secara langsung

kepada Pimpinan Unit Organisasi.

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pejabat Fungsmnal atau

pelaksana dalam tim kerja:

a. Pejabat Fungsional dan pelaksana yang berperan sebagai
anggota tim melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketuatim.

b. Pejabat Fungsional dan pelaksana yang berperan sebagai ketua
tim kemudian melaporkan pelaksanaan tugas tim kerja kepada
Pimpinan Unit Organisasi.
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a. contoh Surat Penugasan Individu

KOP SURAT

SURAT TUGAS
NOMOR

Dasar : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomro 7 Tahun 2022 ‘tentang
Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah ‘untuk
Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 184);

2. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 13 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016
Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso
Nomor ..... ); 4

3. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor ..." Tahun
...tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja {Daerah
Tahun Anggaran ....

4, Peraturan Bupati Poso Nomor ... Tahun ... tentang
Kedudukan dan Susunan Organisasi ............. )y i |

MENUGASKAN:
Kepada : Nama :.. (diisi nama ybs)
: ... (diisi NIP ybs)
: ... (diisi jabatan ybs)

Untuk LR PR

Surat tugas ini berlaku sejak tanggal ... s/d ...
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan
pebaikan sebagaimana mestinya. ;

veey +..20 ... Pejabat
Pemilik Kinerja/
Pimpinan unit kerja

! Dipindai dengan |
i & CamScanner’;


https://v3.camscanner.com/user/download

b. contoh Surat Penugasan TIM dalam unit kerja

KOP SURAT

Dasar

Kepada

Untuk

SURAT TUGAS
NOMOR :

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomro 7 Tahun 2022 tentang Sistem
Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan
Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 184);

2. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 13 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor .....);
Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor ... Tahun
..tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja ‘Daerah
Tahun Anggaran .. _
Peraturan Bupan Poso Nomor ... Tahun ... _:tentang
Kedudukan dan Susunan Organisasi ............. );

MENUGASKAN: =

Nama : ... (diisi nama ybs) =

1s 55

: ... (diisi NIP ybs) - 3
.. (diisi jabatan ybs) :

’

2

Surat tugas ini berlaku sejak tanggal ... s/d ..
Apabila dikemudian hari terdapat kekehruan akan dxadakan

pebaikan sebagaimana mestinya.

veey ---20 ... Pejabat
Pemilik Kinerja/
Pimpinan unit kerja
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TIM PENYUSUN ...

Lampiran : Surat Tugas
Nomor :

NO

NAMA/NIP

KEDUDUKAN
JABATAN DALAM TIM

—

Penanggung Jawab

Ketua

Anggota

Sl WD

Anggota:
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¢. contoh Surat Penugasan Individu

BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

b an

KEPUTUSAN BUPATI
POSO NOMOR ... "
TENTANG $:

TIM PENYUSUN ...

BUPATI POSO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan:Bupati

Mengingat

Poso Nomor ... Tahun 2025 tentang Sistem Kerja
Aparatur Sipil Negara untuk Penyederhanaan
Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, -perlu
melakukan penyesuaian sistem kerja pegawai ‘sebagai
tindaklanjut penyederhanaan struktur organisasi dan
penyetaraan jabatan; :

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

. dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan

Bupati tentang Tim Penyusun Petunjuk Teknis Sistem
Kerja Aparatur Sipil Negara untuk penyederhanaan
Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja:- Pada
Instansi Pemcrintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
181);
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/

V'

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN

Membentuk Tim Penyusun Petunjuk Teknis .Sistem
Kerja Aparatur Sipil Negara untuk Penyederhanaan
Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Posoyang terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua
Tim dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terplsahkan
dari Keputusan ini.

: Tim sebagaiman dimaksud dalam diktum KESATU

melaksanakan tugas sebagai berikut: =

1. Pengarah bertugas memberikan arahan terhadap
subtansi pelaksanaan tugas;

2. Penanggung Jawab bertugas memastikan pelaksanaan
tugas berjalan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan
tugas kepada pengarah;

3. Ketua Tim bertugas:

a. menyusun rincian pelaksanaan kegiatan;

b. membagi peran anggota tim sesuai .dengan
kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan;

c. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan;

d. memberikan umpan balik berkala kepada anggota
tim;

e. melaporkan hasil kinerja anggota timnya kepada
pejabat penilai kinerja dan pimpinan unit organisasi
yang bersangkutan sebagai bahan pertimbangan
penilaian kinerja pejabat fungsional dan pelaksana;

dan
f. melaksanakan kolaborasi dan sinergisitas
pelaksanaan tugas antar anggota tim. ,
4. Anggota

a. Menyusun rencana kerja individu;
b. Melaksanakan kinerja sesuai ekspetasi ketua tim;
dan

c. Melaporkan hasil kinerjanya kepada ketua tim.
Segala blaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Poso melalui. Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Dinas/Badan ...
Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak itanggal

. ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal ...

BUPATI POSO,

ttd
(Nama Pejabat/tanpa gelar)
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN ...
NOMOR .
TIM PENYUSUN ...
KEDUDUKAN
NO NAMA/NIP JABATAN DALAM TIM
1 Penanggung Jawab
2 Ketua
3 Anggota
4 Anggota
BUPATI POSO,
ttd
(Nama Pejabat/tanpa gelar)
BUPATI POSO,
VERN . INKIRIWANG
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